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AHNSTRAK
Bentuk konsekuensi dari kasus masuknva kapal perang milik Amerika ke

wilavah perairan Indonesia dan pengusiran yang dilakukan oleh pcnu'rmluh Indonesia

menuniukkan bahwa Indonesia Gidak mam-main dalam membernkan sankst langsung

kepada para pelanggar hukum di wilayah teritorialoya  Hal o juga menunjukkan

bahwa negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban scbagai negara kepulavan yang
memiliki kedaulatan dan yurisdiksi penuh atas laut teritorialnya dan dalam penetapan

alur laut bagi kapal asing yang mclakukan lintas di laut teritorial dan porairan

kepulavannya
Dengan menggunakan metodologi  yuridis normatif yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap hak
dan kewajiban Kapal asing yang melintas di alur laut kepulavan Indonesia serta
bagaimanakah upaya pengamanan terhadap kapal asing yang melintas di alur laut

kepulauan Indonesia.

Pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban kapal asing yang melintas di
alur laut kepulauan Indonesia yaitu dengan adanya penetapan ALKI yang dilakukan
oleh negara kepulauan, dalam hal ini Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban
yang dibebankan kepada negara kepulauan itu sendiri dan kapal asing sebagai pemilik
dan pengguna ALKI. Dalam penerapannya, belum ada peraturan perundang-

Indonesia yang mengatur tentang delik ataupun unsur-unsur pelanggaran
tcrmasuk sanksi yang dapat disangkakan bagi kapal dan pcsawal udara yang
melanggar dalam hal melaksanakan hak lintas alur laut kepulavan. Upaya
pengamanan terhadap kapal asing yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia
dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini TNI AL, terbagi atas tiga, yaitu upaya
pengendalian, upaya pengawasan dan penegakan hukum di ALKL Adapun beberapa
kendala dalam pengamanan ALKI, yaitu: alat dan teknologi yang digunakan untuk

melakukan pengamanan di ALKI belum memadai sehingga belum mampu melakukan
tenaga dan sumber daya manusia

pengawasan yang lebih maksimal, disamping itu

(SDM) yang terkait dalam upaya pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan
dalam melakukan operasi di ALKI. Dalam upaya pengamanan tersebut, kasus
pelanggaran yang paling marak terjadi di ALK adalah kasus illegal fishing.
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flenfasarim pembahasan mengenai hak dan kewsjiban kspal sing yang

B: guckakukan: fintzs di alur laut kepulauan Indonesia dan hasil penclitian Penulis d

ispangan. maka Penulis menarik kesimpulan bahwa

). Pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban kapal asing yang melintas di

, alur lat kepulauan Indonesia yaitu dengan adanya penetapan ALKI yang
dilakukan oleh negara kepulauan, dalam hal inj Indonesia menimbulkan hak
dan kewajiban yang dibebankan kepada negara kepulauan itu sendifi dan
kapal asing scbagai pemilik dan pengguna ALKI. Dalam penerapannya,
belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang

defik ataupun unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi yang dapat
fisangkakan bagi kapal dan pesawat udara yang melanggar dalam hal

melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan.
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